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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penerapan Asas Akuntabilitas dan Transparansi sangat penting dalam 

mewujudkan  pemerintahan yang baik bersih  dari korupsi. Penarapan asas 

akuntabilitas dan transparansi di Kabupaten Gorontalo dapat di lihat dari prioritas 

program pemerintah daerah antara lain penguatan fungsi kelembagaan 

perwakilan, professionalitas dan intekritas aparatur pemerintah dan penguatan 

artisipasi masyarakat. Uraian mengenai fenomena korupsi dan berbagai dampak 

yang ditimbulkannya telah menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan 

buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang 

berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-

kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara 

dengan birokrasi sebagai prangkat pokoknya 

Hambatan penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dalam 

mewujudkan  pemerintahan yang baik bersih  dari korupsi di Kabupaten 

Gorontalo terletak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemahami 

Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang masih rendah selain 

itu hambatan yang ditemui tergantung pada pemimpinnya sendiri, walaupun 

kinerja pekerja dan system yang ada baik namun bila pempimpinnya tidak 

mengikuti regulasi yang ada maka akan sulit menjalankan asas akuntabilitas dan 
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transpari di daerah, pendidikan apatur Negara yang masih di dominasi 

perpendidikan minimal D3, birokrasi yang berbelit-belit. 

5.2  Saran 

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerahdiperlukan sinergi 

antara komponen dalam good governance yaitu pemerintah,masyarakat dan 

swasta. Agar implementasi akuntabilitas dan transparansidalam terlaksana 

dengan baik maka : 

1. Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta untu memberi 

tanggapan atas Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 

yang telah disampaikan kepada masyarakat. Karena dengan adanya 

tanggapan dari masyarakat dan swata dapat dijadikan evaluasi dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gorontalo.  

2. Kepada pemerintah juga segera menerbitkan Peraturan yang mengatur 

mekanisme penanganan penagduan atas Informasi Laporan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah disampaikanPemerintah 

Kabupaten kepada masyarakat, mengupayakan pelayanan yang tidak terkesan 

berbelit-belit.  
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